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ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara aseprpria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri untuk membekeidarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yahg Hsa. Perkawinan pada
asasnya mengandung asas monogami, tetapi pelaksgaaidak mutlak karena
sesuai pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahunkiE8wsa seorang laki-laki
boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnypeteuhi. Namun kenyataan di
masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undadeng dianggap
mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang gaagningin memiliki istri
lagi melakukakannya dengan tidak jujur seperti dengara memalsukan
identitasnya.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agamayadkeayta, perkara
Nomor 46/Pdt. G/2002/PA. Yk, adalah sebuah perkarabatalan perkawinan
dikarenakan sang suami melakukan perkawinan kedumgash menggunakan
identitas (KTP) palsu. Hal tersebut dikarenakan ssmgmi belum memutus
hubungan dengan isterinya yang terdahulu secaradisamata hukum. Kasus
pembatalan perkawinan tersebut menarik penyusurkuneneliti dan mengkaji
mengenai alasan perkara ini diajukan, pembuktianpgatimbangan hukum yang
menjadi pijakan hakim dalam memutus perkara, sek#at hukum yang
ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan.

Dalam metode penelitian yang dilakukan, penyusunggenakan bentuk
penelitian lapangan. Data diambil dari hasil dokotasi dan wawancara dengan
hakim maupun aparat terkait di lingkungan Pengadieggama Yogyakarta.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahddengan menggunakan
pendekatan Yuridis dan Normatif. Pendekatan yuadaslah pendekatan terhadap
masalah yang diteliti dengan menggunakan keterttuiom positif baik hukum
materil maupun hukum formil. Sedangkan pendekatanmatifnya adalah
pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norex@agnelalui penelusuran
teks-teks al-Qur’an, hadits, kaidah-kaidah fighrtasgpendapat para ulama yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terundkapdahwa
pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawimnsm dijadikan sebagai
alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, nkamianggap tidak
memenuhi syarat-syarat perkawinan dan melanggantkete undang-undang.
Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakaetdnadap perkara
pembatalan perkawinan tersebut didasarkan padabakdi surat atau tertulis,
saksi dan pengakuan. Bahan pertimbangan hukum gmumakan oleh hakim
dalam memutus perkara tersebut adalah berdasagwmaskahatan, lalu adanya
kesengajaan untuk mamanipulasi data dan juga teklhnggar perundangan-
undangan yang berlaku. Sedangkan akibat hukum gaimgoulkan dari adanya
pembatalan perkawinan adalah selain perkawinaneitakbir juga ada beberapa
akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan nfadalibbungan mantan
suami-istri seperti masalah Iddah dan nafkah, kéamud/ang berhubungan
dengan anak, dan yang berhubungan dengan hartarizers



‘ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nurhayati
Lamp. :-

Kepada

Yth. Dekan Fakulias Syari"ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat

bahwa skripsi Saudari:
Mama : NURHAYATI
NIM : 05350091

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Pemalsuan
Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya
(Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah Jurusan/program studi al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat
dimun:dqasahk&n. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wh.

Yogyakarta, 16 Apnl 2009
Pembimbing |

L e
jl/bx_..v \
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

ifi



'1::_;j_|,_,!’IUNI\'EREITA5 IsLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Nurhayati
Lamp. :-
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbatkan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi Saudara:

MNama : NURHAYATI

NIM : 03350091

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Pemalsuan
Identitas Suami dan Akibat Hukum vang Ditimbulkannya
(Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah jurusan/program studi al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat
dimunagasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb,

a, 16 April 2009
imbing 11




l"‘-‘_‘\
l@ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K. AS-SKR/PP.00,9/114 /2009

Skripsi dengan judul
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS SUAMI DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA
(STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 46/PDT.G/2002/PA.YK)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURHAYATI

NIM : 05350091

Telah dimunagasyahkan pada : 26 Rabi'ul Akhir 1430 H/ 22 April 2009 M
Nilai Munagasyah DA

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang
ol
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195
Penguji 11
Udive Basuki. SH, M.Hum Drs, Slamef Khilmi, M.Si
NIP. 150291022 NIP. 150252260

km‘la 27 April 2009
Sunan Kalijaga
H‘al{uhas Syari’ah

'—-———_______-_‘_‘_‘__ =
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA_, Ph.D.

NIP. 150240524



MOTTO

“Di am adal ah Emas”

"Banyaknya buku yang dimiliki, tidak selalu
menandakan luasnya pengetahuan sang pemilik"

Lo ALY A Y g JeaY

= Tiada Daya dan Upaya Melainkan dengan Kekuatan Allah _
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang M asalah

Islam adalah agama risalah yang dibawa RasulallaW/ Sintuk
mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan yaramnd benderang serta
menunjukkan jalan lurus dan benar.

Islam diyakini sebagai agama yang menetsrmatan lil alamin
(rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentukdibag/anya adalah anjuran
tentang perkawinan. Sudah merupakan naluri manugiak unemiliki rasa
cinta dan senang kepada lawan jenisnya karena ngemanusia diciptakan

untuk hidup berpasang-pasangan, sesuai firman:Allah

Lo b ) oK) pp oS

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keamrgitersebut
sesuai dengan syari'at Islam, yaitu melalui perkawigang sah. Perkawinan
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang &idan seorang perempuan
sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk kgdu@umah tangga) yang
bahagia dan kekal.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahimbatitara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri untukb®metuk keluarga yang

kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maifa Es

! Asy-Syura (42): 11.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaviasal 1.



Ikatan lahir batin mengandung maksud yang mengsigan bahwa
perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu jugarbekkedar pengakuan
atau legalisasi hubungan seorang pria dan seorangawatuk dapat hidup
bersama tetapi merupakan suatu perjanjian suciptkalan kuat sehingga
ikatan ini harus dijaga dan dipertahankan secansab®. Hubungan keluarga
yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakaatu fuerjanjian yang
suci, yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang aM&ka, tetapi
dipertanggungjawabkan kepada-Nya.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepaktuk
melangsungkan perkawinan berarti mereka telah heglan taat dan tunduk
pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawirgan pgraturan itu
berlaku selama perkawinan itu berlangsung mauptelaseperkawinan itu
putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang NohLinal974
tentang Perkawinan pada dasarnya mengandung asagana, yang artinya
dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempwegang isteri dan
seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang sUatapi pelaksanaannya
tidak mutlak dan bukan harga mati yang tidak dagitawar-tawar lagi,
keduanya tetap mentolelir dan memberikan kesemphkégada laki-laki
tertentu untuk beristri lebih dari satu asalkarratyega terpenuhi.

Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yamgatg dalam

undang-undang tersebut dianggap mempersulit selindg kecenderungan

% Khoiruddin NasutionHukum Perkawinan ,1(Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA,
2005), him 28



seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melkknnya dengan cara
diam-diam dan dengan tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memaisuétantitas dan
statusnya. Kepada petugas pencatat perkawinarakikiersebut mengaku
masih jejaka, padahal ia masih menjadi suami orang Peristiwa ini
bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang ryasd terikat
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagukli bagi suami harus
mendapat izin dari pengadil&n.

Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan aaign
pengadilan, apalagi ditambah dengan penggunaatitedegang dipalsukan
dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatamggala hukum dan
dapat merugikan salah satu pihak dan dapat meked@emonisan keluarga.
Akibatnya perkawinan tersebut kalaupun dilanjutkakana berakibat
memburuknya rumah tangga dan Allah Swt tidak mengiieéngang
demikian’

Sehubungan dengan masalah di atas menurut hukuam,lsl
pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dekgjentuan syari’at
Islam adalah perbuatan sia-sia. Bahkan dipandabggsae perbuatan yang
melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapurg yaengetahuinya,

atau dengan cara pembatalan apabila perkawinagidtu dilaksanakah.

4 Undang-undang Nomor 1, Pasal 9.

® Kamal Mukhtar Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawjmam. ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1983), him 212.

® Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesiet. ke-1 (Jakarta:
Kencana, 2007), him. 31.



Adanya pembatalan perkawinan berarti sebelumnyah teerjadi
perkawinan kemudian dibatalkan. Karena adanya pg#aag terhadap
aturan-aturan, baik aturan secara perundang-undangapun secara Syari'at
Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Parkawi

disebutkar:

"Seorang yang masih terikat perkawinan dengan deandidak dapat
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut padalPasyat (2) dan
Pasal 4 Undang-undang ini"

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suatuk beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihlalp yang
bersangkutarf"

"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih daeorang

sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 ayat rigrundang ini,

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadiildaerah
tempat tinggalny&"

Pasal-pasal dalam Undang-undang perkawinan diatasgagkan
bahwa pada dasarnya perkawinan itu mengandung asasgamoi tetapi
Pengadilan mentolelir bagi suami yang hendak ménikagi dengan
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. iNgikau seorang
suami melakukannya dengan diam-diam dan tidak ,jupenurut Undang-
undang perkawinan disebutkan:

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat diridgagan salah

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar maaityagerkawinan

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang bangat tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasatldrigrundang ini.

"Pasal 9
8 pasal 3 ayat (2)

° Pasal 4 ayat (1)



Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suamiisitajika di
kemudian hari diketahui melakukan perkawinan lagigde orang lain tanpa
izin dari Pengadilan Agama, sedangkan perkawinanayg yerdahulu belum
diputus secara sah menurut agama dan undang-unadakg, perkawinannya
yang baru tersebut dapat dimintakan pembatalanriga @ihak yang
berkepentingan karena dianggap tidak memenuhitsggaaat perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pearkawi
tidak terdapat pasal yang menerangkan tentang pgalabaerkawinan karena
pemalsuan identitas tetapi dalam Pasal 27 diseiikhwa:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan pernahpembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya penkawierjadi salah
sangka mengenai diri suami atau istri"

Keterangan pasal ini menjelaskan bahwa "salah sangdagenai diri
suami atau istri" termasuk didalamnya adalah mesiggmalsuan identitas.

Dalam KHI disebutkan bahwa pemalsuan identitas dapat
dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan pealbatperkawinan,
yang berbunyi:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan pernash@embatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawiarjadi

penipuan atau salah sangka mengenai diri suamist#t’

Penjelasan pasal diatas menerangkan bahwa yangslich@enipuan
ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu menikamudian ternyata

diketahui sudah beristri dan terjadi perkawinan kethnpa izin Pengadilan,

demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

% pasal 72 ayat (2)



Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syaidak
dengan sendirinya menjadi batal. Akan tetapi hamelalui keputusan
pengadilan. Ketentuan ini untuk menghindari tengdi pembatalan yang
dilakukan oleh instansi lain diluar Pengadilan Agama

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yagyakhal ini
dibuktikan dengan adanya permohonan pembatalaaweran yang diajukan
di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkéfaPdt.G/ 2002/
PA.Yk.

Dalam perkara tersebut Penggugat pembatalan perkawautalah istri
sah dari Tergugat | yang menikah dengan Terguga$dtielah Penggugat
(istri) mengetahui bahwa Tergugat | (suami) telaamgsungkan perkawinan
lagi dengan Tergugat Il dengan cara memalsukantiidemya dan tanpa
sepengetahuannya, maka sang Istri (Penggugat) jogagapermohonan
pembatalan perkawinan sang Suami (Tergugat 1) dergagugat Il ke
Pengadilan Agama yang berwenang mengadili berdasddwmpat tinggal
mereka yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun enéeasirik untuk
meneliti dan mengkaji khusus mengenai alasan perkpembatalan
perkawinan ini diajukan, pembuktian dan pertimbandsakim dalam
memutus perkara tersebut, serta akibat hukum yaitighbdlkan dari
pembatalan perkawinan tersebut dalam bentuk skrgesngan judul:
“Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Penmmaldeatitas Suami
dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Pégyakarta

Nomor 46 /Pdt .G/2002/PA.YK)".



B. Pokok M asalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikatedi dapat diambil
beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pensaahdalam penyusunan
skripsi ini, yaitu:

1. Apa alasan perkara pembatalan perkawinan ini chayak
2. Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum yakgnuikakan
hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan?

3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari peadbatperkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah

1. Menjelaskan tentang latar belakang adanya pembagtalkawinan.

2. Menjelaskan pembuktian dan pertimbangan hukum ydipgkai hakim
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan

3. Menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari patalan perkawinan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi tentang pembuktian daartimbangan
hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agaiogyakarta
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konsiilpemikiran bagi
dunia akademik dan pengembangan hukum Islam, khyauyang
berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

3. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peniitidag ingin meneliti

masalah yang sama di daerah lain.



D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun masalah pembatalan perkawindah
pernah ada yang membahas namun berbeda tinjauardam@, untuk
mendukung penelaahan yang komprehensif penyusuncaben tetap
menelusuri terhadap hasil penelitian yang memilétevansi dengan topik
yang akan dikaji, yaitu berupa skripsi sebagaikiogri

Pertama‘Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih
Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarr@jaoleh Ahmad
Azmi. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalagrkawinan
dikarenakan pihak mempelai wanita melakukan perkawindengan
menggunakan wali yang jauh (paman) padahal ia meyapwali yang lebih
dekat (kakak kandungy.

Kedua, “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya
Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suamiéh Ahlan Suhefi. Dalam skripsi
ini Ahlan Suhefi berkesimpulan bahwa perkawinangd@nmenggunakan akta
cerai palsu merupakan perbuatan melanggar hukumsdiah satu bentuk
penipuan, karena adanya unsur merugikan salahpdaali dan juga dapat
merusak keharmonisan keluarga, selain itu dalampsskni pembahasannya

lebih menitik beratkan pada masalah poligfmBedangkan dalam skripsi

1 Ahmad Azmi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanyali Wang Lebih Berhak
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnega&kfjpsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

2 Ahlan Suhefi, "Pembatalan Poligami dengan adamymy§unaan Akta Cerai Palsu oleh
Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokert8Khipsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kal§ag001.



yang penyusun buat pembahasannya lebih menitiktkdagrgpada masalah
pemalsuan identitas sang suami dalam perlangsyreg&awinan keduanya.

Ketiga, ‘Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang
Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluaglam (Wilayah
Persekutuan) Malaysia 1984 oleh Firman dibahas mengenai konsep
pembatalan perkawinan di Indonesia menurut Undanigno Perkawinan
dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Rersmn) di Malaysia,
skripsi ini menitik beratkan pada perbandingan mantpersamaan dan
perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Pokdalahadari skripsi
tersebut adalah bagaimana persamaan dan perbedatara akonsep
pembatalan perkawinan dalam tinjauan Undang-Undangka®aan
Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Maldysia.

Keempat, Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan
Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan PembaRdakawinan
Perkara Tahun 2004) oleh Sofyan Zefri. Dalam skripsi ini dijelaskan
mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinanmahjelaskan bahwa
alasan pemalsuan usia tidak bisa dijadikan alagsambatalan perkawinan
apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan, rhakienderung
mengabaikan apabila hal tersebut tidak berdampd& gaharmonisan rumah
tangga. Skripsi ini menitik beratkan pada pemalsuaia sebagai alasan

pembatalan perkawinan. Pokok masalah dari skripsiadalah mengapa

¥Firman, “Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan ddgedJndang Perkawinan
Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islamlgysh Persekutuan) Malaysia 1984),”
skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam @i Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah,
Yogyakarta, 2006.
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pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan dan bagaimaertimbangan
hukum yang dikemukakan hakim dalam perkara pemalssia*

Kelima, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya
Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan tRpae Pengadilan
Agama Banyumas Tahun 1997-1998)leh Fairuz Mustafigq. Pembahasan
Skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada pdasogoligami. Dalam
skripsi ini lebih terfokus pada banyaknya perkasnpatalan perkawinan
karena penipuan status suami yang menjadi penet@pagadilan Agama
Banyumas dalam rentan waktu antara tahun 1997-1898dangkan dalam
skripsi yang penyusun buat, memfokus pada satuaperipembatalan
perkawinan dengan alasan adanya pemalsuan idesuséas.

Kemudian,“Pembatalan Perkawinan Karena Poliandribleh Faisal
Sadali. Dalam skripsi ini membahas adanya pemalsidantitas yang
dilakukan oleh sang isteri yang mengaku masih gaglslahal ia telah
menjadi isteri pria lain. Hakim membatalkan dengamtimbangan bahwa
seorang wanita itu hanya boleh mempunyai satu sdammengingat bahwa
resikonya lebih besar dari pada manfaatnya. Dalampsskini juga

pembahasannya lebih menitik beratkan pada masalemgri *®

4 Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam PerkawinandiSPutusan Pengadilan Agama
Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinam P&04),” skripsi ini tidak diterbitkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, FakultgarBah, Yogyakarta, 2006.

'* Fairuz Mustafig, “Pembatalan Perkawinan Poligaetighn Alasan Adanya Penipuan
Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapaga@fitn Agama Banyumas Tahun 1997-
1998),” skripsi ini tidak diterbitkan, Institut Agza Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas
Syari'ah, Yogyakarta, 1997.

18 Faisal Sadali, "Pembatalan Perkawinan PoliandritudiS Putusan Nomor
572/Pdt.G/2006/PA. SMN)", Skripsi tidak diterbitkdrakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, 2008.
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Dari berbagai literatur yang dikemukakan di atasakan dapat
disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsiberbeda dengan karya
ilmiah di atas baik objek penelitian maupun batdsssusnya. Oleh karena itu

topik penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanj

E. Kerangka Teoretik

Dalam syari’at Islam, suatu perkawinan yang seluyatsesuai dengan
ketentuan syara’ adalah sah. Akan tetapi perkawiaag Vidak sesuai dengan
ketentuan syara’ mungkin batal atau fasid. Perbedaadapat dilihat dari
segi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan ital lagiabila perlangsungan
perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang rukun-nmga. Sedangkan
perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawiita tidak lagi
memenuhi atau kurang syarat-syarathya.

Menurut Zahri Hamid, melaksanakan aqad perkawinag yidak sah
baik karena tidak terpenuhinya rukun maupun syaestawinan, dipandang
sebagai perbuatan melanggar hukum, maksiat darosserdan merupakan
perbuatan mungkar yang wajib dicegah oleh yang nmehgmya. Caranya
bisa dengan mencegah terjadinya atau mengusahekarafalannya®

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkavidinaal 38

disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

' M. Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Indonesiaet. ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 107.

18 Zahri Hamid Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-ugdarkawinan
di Indonesiacet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), him. 48
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a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas putusan pengadilan

Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan melkerat
perkawinan tersebut apabila pihak-pihak yang betagag tidak memenuhi

syarat-syarat perkawinan.

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihakkticdhemenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawirian”.

Salah satu syaratnya adalah tidak mempunyai ikgrkawinan
dengan orang lain. Dengan syarat tersebut seoram@pabila sudah terikat
perkawinan dengan seorang wanita, ia dilarang untilakakan perkawinan
lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Seslgaigan Pasal 9 Undang-

undang Perkawinan yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat perkawinan dengan deangdidak dapat
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut padalPasyat (2) dan
Pasal 4 Undang-undang ini"

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga ebertian

bahwa;:

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat diridgagan salah
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar maaityadgerkawinan
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang bangad tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasaldardrundang
ini."

Dalam KHI pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawidapat
dibatalkan apabila:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pefegadigama.

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahanjadi
isteri pria lain yang mafqud.

19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawPasal 22



c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddahstiami
terdahulu.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinargashana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahuh 197

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau diklesm oleh
wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Mengenai pemalsuan identitas dalam melangsungkakawwman,
Undang-undang perkawinan menyebutkan:
"Seorang suami atau istri dapat mengajukan peemarshpembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawiarjadi
salah sangka mengenai diri suami atau istri"
Selain itu, dalam pasal 72 ayat 2 juga menyebutkan:
"Seorang suami atau istri dapat mengajukan pernahpembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawiarjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suamisitgu
Menurut penjelasan kedua pasal terakhir tersebneraagkan bahwa
"penipuan” atau "salah sangka mengenai diri suaau #tri" termasuk
didalamnya adalah pemalsuan identitas. Sehinggalpaan identitas dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pextapaperkawinan
Mengenai pihak-pihak yang bisa mengajukan pembatadakawinan
telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahud,l183bagaimana
berikut:
“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aiasdami atau
istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16abgdindang
ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingamnugecara
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langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi haeyalah
perkawinan itu putus®®

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 199fuy&ompilasi
Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan:

“Yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Pedawadalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aaskd bawah
dari suami atau istri;

b. Suami atau istri;

c. Pejabat yang berwenang hanya mengawasi pelaksanaan
perkawinan menurut Undang-undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahuiyadzacad
dalam rukun dan Peraturan Perundang-undangan selzega
tersebut dalam Pasal 67-”

Dengan demikian, jika ada suami yang menikah lpgilagi dengan
cara memalsukan identitas, berarti dia telah mékkwcara yang menyalahi
ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pabat akbatalkannya
perkawinan tersebut oleh para pihak yang sebagainededa diatur undang-
undang. Perkawinan tersebut jelas membawa mudaert&kaidasarkan pada
penipuan (dengan memalsukan identitas) untuk béswirklagi secara sah.

Hukum Islam tidak menghendaki kemudaratan dan kematan harus

dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah:

22JU£ )ra‘
Masalah pembatalan perkawinan ini juga didasarkaadap

kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu paiteek yang

% Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkayasal 23
2L Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

22 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih cet. ke-1 (Bandung: Kencana Prenada Media Group,
2006), him.67



perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam daldal ini antara

ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang aresghn

dilaksanakannya suatu perbuatan, lebih didahuluketentuan yang
mencegah. Dalam hal ini ketentuan mencegah yaitucegam perkawinan
kedua yang tentu dianggap merugikan istri terdatkaltena merasa telah
ditipu dan merasa tidak memperoleh hak-haknya seébagna mestinya.
Sedangkan ketentuan yang mengharuskan yaitu mekayzi perkawinan
tersebut karena sudah terlanjur terlaksana. Hals@suai dengan kaidah

fighiyah yang berbunyi :

23@&\ o3 2l g C‘LU o2 13

Apabila perkawinan itu disahkan akan menimbulkan anaid yang
lebih besar sedangkan untuk membatalkannya akarbavemnmudarat yang
lebih ringan, maka selayaknya perkawinan terselthataikan. Dalam hal ini
mudarat yang lebih besar yaitu dapat menimbulkajadieya kehancuran
rumah tangga yang sudah lebih dulu terbentuk, danimbulkan ketidak
tertiban masyarakat yang dapat merusak sendi-deiddupan masyarakat
berupa aturan-aturan yang berlaku berkenaan destikm dan moralitas

dalam membina sebuah rumah tangga yaainah, mawaddahdan
warahmah Sedangkan mudarat yang dianggap lebih ringan yaitusnya
perkawinan tersebut yang menyebabkan hubungan sstimi- diantara

keduanya berakhir. ini didasarkan pada kaidah :

%A, Djazuli, Kaidah-kaidah him.175.
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2 lagintl OIS, 1 o Lagalasl o9, Qb ol 13)
Demikian kerangka teoritik yang dibuat penyusunageb pedoman
dalam menganalisis permasalahan yang ada pada rgpepg@mbatalan

perkawinan karena adanya penipuan dengan kasuslsfaingspesifik yaitu

penggunaan identitas palsu oleh suami.

. Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian bagi penyusun satgpéating untuk
mencapai tujuan. Adapun metode yang penyusun pekgnonalalam
pembahasan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah pemslitian lapangan
(field research, yaitu penelitian dengan mengambil data secargslang
dari tempat terjadinya kasus permohonan pembatpERawinan di
Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifatleskriptik-analitik yaitu penyusun mendeskripsikan
secara akurat terhadap kasus pembatalan perkawyaag terjadi,
menjelaskan mengapa pembatalan perkawinan itu eigedit kemudian
menggambarkan, menguraikan dan menganalisis datante pembatalan

perkawinan tersebut.

A, Djazuli, Kaidah-kaidah him. 74.
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3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara
Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawadeagan
hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan aparat yemhkgit yang
berkaitan dengan perkara permohonan pembatalaavi@dkn Nomor
46/Pdt .G/2002/PA.YK.

b. Dokumentasi
Dalam memperoleh data, cara yang digunakan dengaelosuri dan
mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembapalikawinan
Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk yang terjadi di PengadilAgama
Yogyakarta. serta literatur lain yang memiliki ned@si dengan
pembahasan ini.

4. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis
Yaitu cara mendekati masalah dengan aturan pergrgdadangan
yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masaldtap@an pada
umumnya dan masalah pembatalan perkawinan padasdyes serta
aturan beracara di lembaga peradilan di Pengaddama.

b. Normatif
Yaitu cara mendekati masalah berdasarkan padatek&sal-Qur'an
dan Hadist, kaidah-kaidah ushuliyah dan pendapa pEmma yang

ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
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5. Analisis Data
Dalam menganalisa data penyusun menggunakan kiiatiengan proses
deduksi yaitu dengan menganalisis data umum yankebaan dengan
perkara pembatalan perkawinan kemudian dari datediambil suatu

kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini datanu
pembahasannya lebih sistematis, maka penyusun ngemghalalam lima bab
dengan sistematika sebagai berikut.

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yargl lagar
belakang masalah yang kemudian dapat ditentukamkpokasalah. Pada
penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunUntuk mengetahui
masalah ini belum dibahas dilakukan telaah pust@kbagai landasan untuk
menganalisis data disusun kerangka teoritik. Keanudiara mengumpulkan
data tertuang metode penelitian dan untuk lebih noainkan pembahasan
disusun sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pengegpgabatalan
perkawinan dengan menguraikan pengertian dan daganmrh pembatalan
perkawinan dan para pihak yang berwenang membatpkd@winan serta
sebab-sebab dan akibat pembatalan perkawinan. Kemtidjauan umum

tentang pemalsuan identitas, dengan menguraikagep@n dan dasar hukum



pemalsuan identitas dan untuk mengungkapkan adp@yslsuan identitas
perlu diadakannya suatu pembuktian.

Setelah pendahuluan tinjauan umum tentang pembapaekawinan
dan pemalsuan identitas, pada bab ketiga penyusasukmpada masalah
pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan tadensuami di
Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu dengan mengeskan putusan
perkara pembatalan perkawinan tersebut. Dalam Hakeimunya hakim
mempunyai pertimbangan hukum yang dijadikan pijakiatam memutus
perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah penyusun mendiskripsikan perkara pembata¢akawinan
dengan adanya pemalsuan identitas suami di Peagafijama Yogyakarta,
pada bab keempat merupakan analisis penyusun &rhiadar belakang
diajukannya pembatalan perkawinan, analisis terhapembuktian dan
pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakinta samalisis terhadap
akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkpemnbatalan
perkawinan tersebut.

Setelah menganalisa perkara tersebut, pada bamaketierupakan
penutup, penyusun mencoba menarik kesimpulan dabgtegasan masalah ini

kemudian memberikan saran-saran yang berkenaaamni@egkara tersebut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab-bab sebgd) maka

kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut

1. Alasan yang digunakan dalam perkara pembatalarayér&n ini adalah
adanya pemalsuan identitas suami. Dengan adanyalfen identitas
berarti terdapat unsur penipuan, dan jika ada ummmipuan dalam
melangsungkan perkawinan maka dianggap tidak memewgatat-syarat
perkawinan serta melanggar ketentuan undang-undasehingga
pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinga dijadikan

alasan untuk mengajukan perkara pembatalan per&awin

2. Pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinanidaisdrkan pada
alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakyang mendukung
pembuktian.Sedangkan pertimbangan hukum yang dipakai olehrmhaki
dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatam&aidak sesuai
dengan syari’at Islam dan perundang-undangan yaegko, serta

berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telda.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatafgerkawinan
adalah selain perkawinan itu berakhir, juga adeetzgda akibat hukum
lainnya tidak disebutkan dalam surat putusan yarubungan dengan

masalah hubungan mantan suami-istri seperti maddtddh dan nafkah,
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kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yahghergan dengan
harta bersama. Sedangkan mengenai pemalsuan adendalam
perkawinan, selain perkawinan tersebut dapat dikmtgluga orang yang

memalsukan identitas tersebut dapat dikenai hukyrtama.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA yang berwenang dalam memberikaat szin untuk
menikah dan kepada Pejabat Pencatat Nikah saharuleyh teliti
kembali dalam mendata persyaratan perkawinan péva oeempelai dan
untuk itu dianjurkan agar melakukan inspeksi atalimt dan mencari
kebenaran tentang data diri para calon yang akatangsungkan
perkawinan.

2. Kepada semua calon mempelai yang akan melangsunggdawinan
hendaknya memberikan keterangan yang sejujur-jygurtian sebenar-
benarnya tentang data diri masing-masing agar peei@igas yang
berwenang bisa memberikan pengarahan dan soluaikexpa yang harus
dilakukan. sehingga tidak ada permasalahan dalamkaw®annya
dikemudian hari.

3. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggdsan manipulasi
dalam perlangsungan suatu perkawinan hendaknya andtepada pihak
yang berwenang, hal ini bertujuan agar terlaksaagéusperkawinan yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaguwer
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4. Perlu adanya penyuluhan tentang pengaplikasian |drdagang
Perkawinan dan KHI di Indonesia kepada masyarakatgada umumnya
dan yang beragama Islam pada khususnya. terutamgeme masalah
perkawinan dan perceraian sehingga masyarakat l&dibh tentang

tatacara perkawinan dan perceraian di Indonesia.
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